PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN I TAHUN 2026

Kriteria Penilaian Realisasi Rumus Pe

S 0 026 0 028 029 030 0 026 SR dikato 5
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Jumlah rumah tangga Pembangunan sistem Capaian cakupan rumah tangga Pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan akses sanitasi aman |pengelolaan air limbah dengan akses sanitasi aman di dengan jadwal yang telah
dibagi Jumlah seluruh domestik sesuai SNI Kabupaten Temanggung tahun 2026 |disusun
rumah tangga dikalikan masih sama dengan tahun 2025
100 % Penyedotan dan pengolahan |karena progres fisik belum tercapai
lumpur tinja pada IPLT pada
TW 1 sejumlah 123 rumah
1 |Cakupan Rumah Tangga dengan % 3,11 3,22 3,33 3,44 | 3,55 | 3,65 | 3,76 0,80 0,85 25,39 v tangga
Akses Sanitasi Aman
Potensi pembangunan
SPALDS melalui anggaran
DAK Bidang Sanitasi
sebanyak 250 unit yang
tersebar di 5 Lokasi
Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman| 2234 2357
Jumlah seluruh rumah tangga| 278809 278809
ASPEK DAYA SAING
Jumlah rumah dengan Penanganan Perbaikan Keterbatasan APBD dalam Meningkatkan koordinasi
akses hunian layak dibagi |Rumah Tidak Layak Huni  |penanganan RTLH hanya dan kolaborasi pendanaan
jumlah seluruh rumah di | berasal dari usulan mengandalkan hasil musrenbang  |dengan Disperakim Provinsi
Kabupaten Temanggung | Musrenbang dan Pokok- dan usulan DPRD Jawa Tengah
dikalikan 100% pokok pikiran DPRD melalui
APBD Pendanaan APBN program
Persentase Rumah Tangga dengan BSPS, bantuan CSR dan
2 | ——— 88 & % 96,31 96,37 96,43 96,49 | 96,55 | 96,6 | 96,66 | 96,70 96,70 100 Mengusulkan kegiatan pada bantua Baznas
Disperakim Provinsi Jawa
Tengah, melalui pendanaan
APBN program BSPS,
bantuan CSR dan bantuan
Baznas
Jumlah rumah dengan akses hunian layak| 212422 212422
Jumlah rumah_di Kabupaten Temanggung| 219675 219675
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) [ 2 |RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD 62,69 1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)
Nilai IKM diambil dengan | Adanya layanan langsung | Keterbatasan sarana dan prasana | Meningkatkan kualitas
rumus SKM = (total nilai per |kepada masyarakat yang dalam memberikan layanan kepada |pelayanan kepada
unsur dibagi total unsur | dilaksanakan oleh DPRKPLH | masyarakat baik dari segi SDM, masyarakat
yang terisi) * Nilai antara lain layanan Sarana dan prasana pengangkutan
Penimbang, hasilnya per , penyedotan ingga berdampak pada kualitas
1 |Nilai IKM Perangkat Daerah 78,14 78,50 79,00 79,5 | 80,00| 80,5 | 81,00 85,67 85,67 100 dikonversi dengan rumus - |lumpur tinja, pelayanan dalam pelayanan.
IKM = SKM * 25 penghunian Rusunawa dll,
kemudian dilaksanakan Kualitas bangunan rusunawa yang
survei secara mandiri terkait |membutuhkan perawatan
kualitas pelayanan
Hasil evaluasi AKIP yang | Kepatuhan terhadap regulasi | Belum optimalnya tingkat Meningkatkan pemahaman
dilakukan oleh Inspekorat |serta komitmen dari pemahaman seluruh ASN dalam seluruh ASN dalam
atau tim evaluasi atas 4 pimpinan terkait dengan penerapan dan komitmen terhadap | pelaksanaan dan penerapan
komponen yaitu penerapan Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja
Perencanaan Kinerja 30%, | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi Pemerintah (SAKIP)
2 |Nilai AKIP Perangkat Daerah 71,9 74,50 75,00 75,5 | 76,00| 76,5 | 77,00 | 74,90 74,90 100 Pengukuran Kinerja 30%,  |Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaporan Kinerja 15%,
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal 25% pada
Perangkat Daerah

Urusan Wajib yang

Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Program

Kriteria Penilaian Realisasi

Rumus Penghitungan

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Kinerja Tahun 2026 dan

2027 2028 2029 T | s |R|[SR Indikator Daronmanan Masalak
Perhitungan nilai rata-rata | Dukungan anggaran DAK Keterbatasan anggaran APBD dalam |Meningkatkan koordinasi
capaian indikator program | Bidang Sanitasi untuk penyediaan sistem pengelolaan air | dan kolaborasi pendanaan
dalam per aan penyediaan infrastruktur limbah domestik sehingga dengan Disperakim Provinsi
infrastruktur kewilayahan |dasar seperti SPALD-S dan pembangunan insfrastruktur dasar |Jawa Tengah dan
urusan perumahan dan TPS 3R dalam bidang sanitasi masih Pendanaan APBN program
kawasan permukiman bertumpu dengan anggaran DAK BSPS, bantuan CSR dan
dilakukan dengan Dukungan anggaran APBD bantuan Baznas
menjumlahkan seluruh dan CSR untuk kegiatan Layanan penyedotan Lumpur Tinja
Persentase penyelenggaraan capaian masing-masing perbaikan Rumah Tidak belum dapat Terjadwal (L2T3) Pengusulan kegiatan
infrastruktur kewilayahan urusan w 70,83 7.7 79,47 7324 | 7401 | 7478 | 75.20 7111 7112 08,13 v indikator program, Layak Huni (RTLH) tahun penyediaan/pembangunan
perumahan dan kawasan kemudian dibagi dengan 2026 sistem pengelolaan air
permukiman jumlah indikator yang limbah domestik melalui
digunakan Layanan penyedotan DAK Sanitasi
Lumpur Tinja [/
Mengupayakan Layanan
Penyedotan Lumpur Tinja
Terjadwal (L2T2).
Nilai rata-rata capaian indikator program dalam penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan 71,11 71,12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan
Perumahan
Jumlah Rusunawa yang Keenam Rusunawa masih Terbatasnya alokasi anggaran untuk |Mengoptimalkan
dimanfaatkan dan dikelola |terhuni dan termanfaatkan, |pemeliharaan dan perawatan iharaan dan perawatan
dengan baik dibagi jumlah |serta operasional Rusunawa, |Rusunawa Rusunawa dengan alokasi
Meningkatnya Hunian Persentase Rusunawa yang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 v Rusunawa di Kabupaten baik layanan listrik maupun anggaran yang ada
Layak dikelola dengan baik Temanggung dikalikan air masih dapat terlaksana berdasarkan skala prioritas
100% dan terkelola dan tingkat kerusakan ringan
Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik 6 6
Jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung 6 6
Jumlah rumah korban Tidak ada korban bencana Penyediaan lahan relokasi
bencana yang tertangani yang mengakibatkan relokasi masing-masing sebagai
Persentase warga negara korban dibagi jumlah seluruh langkah mitigasi bencana
bencana yang memperoleh rumah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 v rumah korban bencana. pada area rawan bencana
layak huni (SPM) dikalikan 100% dan dukungan dari pihak
Pemerintah Desa
Jumlah rumah korban bencana yang tertangani 0 0
Jumlah seluruh rumah korban bencana 0 0
Jumlah rumah terkena Tidak ada program warga calon penerima harus,
Persentase warga negara yang relokasi yang tertangani | pemerintah daerah yang menmiliki tanah untuk relokasi serta
terkena relokasi akibat program dibagi jumlah seluruh menyebabkan relokasi rumah | kemampuan keuangan daerah yang
pemerintah daerah yang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 A% rumah _yapg t‘erkena terbata§ untuk mela?ksanakan
memperoleh fasilitas penyediaan relokasi dikalikan 100% relokasi yang berkaitan dengan
rumah yang layak huni (SPM) pelaksanaan program pemerintah
Jumlah rumah terkena relokasi yang tertangani 0 0
Jumlah seluruh rumah yang terkena relokasi 0 0
Program Kawasan
Jumlah rumah tangga Penanganan Perbaikan Keterbatasan APBD dalam Meningkatkan koordinasi
dengan akses hunian layak |Rumah Tidak Layak Huni penanganan RTLH hanya dan kolaborasi pendanaan
dibagi jumlah seluruh berasal dari usulan mengandalkan hasil musrenbang dengan Disperakim Provinsi
rumah di Kabupaten Musrenbang dan Pokok- dan usulan DPRD Jawa Tengah, pendanaan
Temanggung dikalikan pokok pikiran DPRD melalui APBN program BSPS,
. 100% APBD, mengusulkan bantuan CSR dan bantuan
g?:;:iﬁ.ga Kawasan iirs?s“;is:if:?:h: angga dengan | o 96,31 96,37 96,43 96,49 | 96,55 | 96,6 | 96,66 | 96,70 96,70 100 v kegiatan pada Disperakim Baznas
ya Provinsi Jawa Tengah,
melalui pendanaan APBN
program BSPS, bantuan CSR
dan bantua Baznas
Jumlah rumah dengan akses hunian layak| 212422 212422
Jumlah rumah_di Kabupaten Temanggung| 219675 219675
Luasan kawasan kumuh Kondisi kekumuhan di Keterbatasan anggaran APBD dalam | Mengusulkan kegiatan
yang tertangani dibagi luas |Kabupaten Temanggung pembangunan infrastruktur kumuh, |penanganan dari berbagai
seluruh kawasan kumuh masuk dalam kategori pendanaan provinsi dan pusat sumber anggaran
dikalikan 100% Kumuh sedang dan ringan, |terbatas pada lokasi prioritas yang
Persentase Luas kawasan kumuh w 458 1858 48,81 8,82 | 48,83 | 4884 | 4885 | 4880 48,80 100 v penanganan kumuh dari |lebih membutuhkan penanganan
yang tertangani anggaran pusat dan provinsi
untuk lokasi kawasan
kumuh sesuai
kewenanangannya
Luasan kawasan kumuh yang tertangani (ha)| 86,30 86,30
luas seluruh kawasan kumuh (ha)| 176,836 176,836
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2027 2028 2029 2030 T s R | SR Indikator e
Jumlah Akumulasi Penanganan Perbaikan Keterbatasan APBD dalam Meningkatkan koordinasi
Penanganan RTLH dari Rumah Tidak Layak Huni penanganan RTLH hanya dan kolaborasi pendanaan
Tahun 2020-2025 dibagi berasal dari usulan mengandalkan hasil musrenbang dengan Disperakim Provinsi
jumlah RTLH Tahun 2020 | Musrenbang dan Pokok- dan usulan DPRD Jawa Tengah, pendanaan
dikalikan 100% pokok pikiran DPRD melalui APBN program BSPS,
APBD, mengusulkan bantuan CSR dan bantua
¢ |Persentase penanganan rumah % 64,7 66,88 69,06 71,24 | 7342 | 75,6 | 77,78 | 68,38 68,38 99,02 v kegiatan pada Disperakim Baznas
tidak layak huni Provinsi Jawa Tengah,
melalui pendanaan APBN
program BSPS, bantuan CSR
dan bantua Baznas
Jumlah Akumulasi P RTLH dari Tahun 2020-2025 15687 15687
Jumlah RTLH Tahun 2020 22940 22940
Jumlah rumah tangga yang | Kemampuan masyarakat Rumah tangga baru menikah belum |Mendukung pengembang
memiliki rumah dibagi dalam menyediakan rumah | memiliki rumah pribadi (masih perumahan dalam
jumlah seluruh rumah layak huni secara mandiri menumpang orang tua) menyelenggarakan rumah
tangga dikalikan 100% umu dan subsidi
Kegiatan perbaikan rumah  |Keterbatasan kemampuan
Persentase kepemilikan rumah tidak layak huni oleh pemda, | masyarakat dalam menyediakan Mengusulkan program
7 terhadap jumlpah kepala keluarga % 79,82 79,93 80,03 80,14 | 80,24 | 80,35 | 80,45 78,79 78,79 98,45 v swasta/ CSR rumah layak huni kegiatan perbaikan rumah
tidak layak huni dan
pembangunan baru rumah
layak hunimelalui berbagai
sumber anggaran
Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah 219675 219675
Jumlah seluruh rumah tangga 278809 278809
Program Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan
Jumlah tanah yang sudah | Adanya koordinasi lintas Keti masyarakat
difasilitasi dalam program  |sektor
reforma agraria dibagi
Terselesaikannya 8 Pe.rse‘r{tasg Reforma Agraria yang % NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 v jgmlah tanah yang
sengketa tanah garapan Difasilitasi direncanakan untuk
difasilitasi dalam tahun n
dikalikan 100%
jumlah tanah yang sudah i dalam program reforma agraria 24 15
jumlah tanah yang direncanakan untuk ilitasi dalam tahun n 24 15
Program Pengadaan
Tanah Untuk
i Umum
Jumlah pengadaan tanah | Adanya koordinasi lintas Sosialisasi dan mediasi sejak
L untuk kepentingan umum | sektor awal program
g:;afij:rﬁj:fenga daan Persentase Terfasilitasinya yang a‘;‘f:‘niﬁ:‘“;f‘ ;;:E'
Tanah untuk Kepentingan 9 |Pelaksanaan Pengadaan Tanah % NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 v Jtanah o e peng:
untuk Kepentingan Umum 1tuk kepentingan
Umum umum dikalikan 100%
Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah 3 0
Jumlah rencana d tanah untuk kepentingan umum 3 0
JUMLAH IKUPD 3 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD 99,33 3 o o o o
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM 9 |RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 9972 | 9 |0 | o | o0 | o0
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 12 RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 99,53 12 [ [ [ [
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INDIKATOR PROGRAM
Program Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Air Limbah
Jumlah rumah tangga Pembangunan sistem Capaian cakupan rumah tangga Pengusulan kegiatan
dengan akses sanitasi aman |pengelolaan air limbah dengan akses sanitasi aman di penyediaan/pembangunan
dibagi Jumlah seluruh domestik sesuai SNI Kabupaten Temanggung tahun 2025 |sistem pengelolaan air
Meningkatnya rumah tangga dikalikan menurun dipengaruhi adanya limbah domestik melalui
Pengelolaan dan ) Cakupan Rumah Tangga dengan 5,06 15,06 18,06 | 23,06 | 28,06 | 3046 0,80 085 6,47 v |100% Penyedotan dan pengolahan | perubahan metode perhitungan DAK Sanitasi
Pengembangan Sistem Air Akses Sanitasi Aman (%) lumpur tinja pada IPLT sesuai ketentuan Bappenas pada
Limbah hasil analisis Dokumen Strategi
Sanitasi Kabupaten (SSK)
Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman 2234 2357
Jumlah seluruh rumah tangga| 278809 278809
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Indikator Kinerja
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Faktor Pendorong
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Ki Tahun 2026 d
2027 2029 2030 2025 Indikator e
Jumlah total warga negara | Pembangunan sistem Keterbatasan anggaran APBD dalam |Pengusulan kegiatan
yang terlayani dibagi pengelolaan air limbah penyediaan sistem pengelolaan air | penyediaan/pembangunan
jumlah total warga negara | domestik sesuai SNI limbah domestik sistem pengelolaan air
Persentase warga negara yang yang harus dilayani limbah domestik melalui
mermperoleh layanan pengolahan 100 100 100 | 100 100 100 100 dikalikan 100 % Penyedotan dan pengolahan | Akses sanitasi eksisting (tangki DAK Sanitasi
g - lumpur tinja pada IPLT septik masyarakat belum SNI, tidak
air limbah domestik (SPM) (%) o
kedap) sehingga belum muncul
kebutuhan/kesadaran penyedotan
pada masyarakat
Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n| 822880 822880
Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun n| 822880 822880
Program Pengmbangan
Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
Meningkatnya Jumlah TPS3R / Jumlah  |Pembangunan TPS 3R pada Fasilitasi pengajuan
Pengembangan Sistem _ total desa dan kelurahan X |[tahun 2025 sebanyak 5 unit permohonan bantuan
dan Pengelolaan 3 |Persentase jumlah TPS 3R % 15,57 [16,96 17,3 17,63 (17,99 (18,34 [18,69 17,65 17,65 100 \ 100% pembangunan TPS3R
Persampahan Regional
Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung 51 51
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung| 289 289
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM [ 3 [RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 6882 | 2 | 0 | o ]| o] 1
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN ‘ 3 |RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68,82 2 [ o o 1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
IKLH = (0,376 x IKA) + Sinergi dengan Kementerian |Perubahan Regulasi tentang IKLH | Melaksanakan kegiatan
(0,405 x IKU) + (0,219 x LH dalam Pengujian Kualitas |menurunkan hasil indeks Kualitas ~|untuk Meningkatkan
IKTL), Udara Udara Kualitas Air Sungai dengan
1 |Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 68,25 75,46 75,5| 75,54| 75,59| 75,63| 75,68 72,54 72,54 96,08 v pengawasan dan pembinaan
usaha/kegiatan
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup| 72,54 72,54 Melaksanakan pemilihan
lokasi sampling
Perhitungan berdasarkan | Pembangunan dan Diperlukan penambahan data Penambahan aksi mitigasi
aplikasi Aksara Operasionalnya Sarpras potensi Penurunan emisi dari Sektor |yang akan di hitung kedalam
yang berpotensi lain seperti Pertanian, aplikasi "Aksara’ Bappenas,
menurunkan Emisi Gas Perhubungan, Usaha dan Sinergitas antar OPD,
2 |Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca T";CO #i#### | 793.727,99 1.129.065,77 41(')‘;6;'5 71 "'719393' ;;315]' 42]'27;)9' 709.905,71| 713.957,59 | 63,23 4 Rumah Kaca seperti TPS3R, |atau/kegiatan Diperlukan Tenaga ahli
q : ’ ’ ’ Bank Sampah, SPALD-T dalam pengumpulan data
sehingga target tercapai
Jumlah sampah terolah di | Bertambahnya fasilitas Terdapat beberapa TPS3R yang Monitoring dan evaluasi
fasilitas lah lolaan sampah seperti | tidak berfungsi optimal keberfungsian TPS3R dan
sampah dibagi jumlah total |TPS 3R dan meningkatnya TPSD
Timbulan sampah terolah di timbulan sampah dikalikan |pengelolaan sampah di Terdapat bank sampah yang tidak
3 i % 32,98 33,34 34,14 34,94 | 35,74 | 40 45 33,84 32,02 93,80 | V 100% fasilitas yang sudah ada melaporkan pengelolaan sampahnya |Fasilitasi pengajuan
fasilitas pengolah sampah
permohonan bantuan
sarpras pengelolaan sampah
Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah| 50819,558 | 11889,49
Jumlah total timbulan sampah| 150175,6 | 37126,85
Jumlah desa dan kelurahan | Terdapat penambahan Koordinasi dengan desa yang
yang terlayani dibagikan ~ |jumlah desa yang belum melaksanakan
4 |Cakupan pelayanan persampahan % 74,39 76,12 77,85 79,58| 81,31| 83,04| 84,78 76,47 76,47 98,23 v jumlah total desa dan melakukan pengangkutan pengelolaan sampah
kelurahan dikalikan 100% |sampah secara mandiri ke
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan 221 221
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung| 289 289
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) [ 4 [RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD 87,84 3 o o 1 o
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)
Urusan Wajib yang Tidak i Dasar
Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Air di | Tersedianya anggaran Uji Pengujian Kualitas Air Melaksanakan kegiatan
Kabupaten Temanggung Kualitas Air Idan |dir kan pada akhir I 7| untuk Meni
i Kualitas Air Sungai dengan
1 Indeks Kualitas Air Angka 59,63 74,17 74,27 74,37 | 74,47 | 74,57 | 74,67 74,71 74,71 100 v pengawasan dan pembinaan
usaha/kegiatan
Nilai Indeks Kualitas Air| 74,71 74,71 Melaksanakan pemilihan
lokasi sampling




Program = KriterialRenilaianjRealisss Rumus Penghitungan Faktor Pendorong Faktor Penghambat Kinerja Tahun 2026 dan
2027 2028 2029 2030 2025 ST T s R SR Indikator onmanan Macalah
Nilai Indeks Kualitas Udara |Sinergi dengan Kementerian |Pengujian Kualitas Udara Melaksanakan kegiatan
di Kabupaten Temanggung |LH dalam Pengujian Kualitas | menunggu pelaksanaan dari untuk Meningkatkan
Udara Kementerian LH Kualitas Udara dengan
Indeks Kualitas Udara Angka | 87,44 85 85,01 85,02 | 85,03 | 85,04 | 85,05 77,23 77,23 90,85 v pengawasan dan pembinaan
usaha/kegiatan
Nilai Indeks Kualitas Udara| 77,23 77,23 Melaksanakan pemilihan
lokasi sampling
Perhitungan berdasarkan | Pembangunan dan Diperlukan bahan data 2 bahan aksi mitigasi
aplikasi Aksara Operasionalnya Sarpras potensi Penurunan emisi dari Sektor |yang akan di hitung kedalam
yang berpotensi lain seperti Pertanian, aplikasi "Aksara" Bappenas,
menurunkan Emisi Gas Perhubungan, Usaha dan Sinergitas antar OPD,
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | "o 0| ®*%21 | 703.727,00 112006577 | Jo30% | 17991 2135 | 24701 700.005,71| 713.957,50 | 63,23 v Rumah Kaca seperti TPS3R, | atau/kegiatan Diperlukan Tenaga ahli
eq 2 - g - Bank Sampah, SPALD-T dalam pengumpulan data
sehingga target tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program Perencanaan
L idun
Jumlah dokumen Tersusunnya Dokumen Masih ada beberapa data yang Masih di tahap proses
pengelolaan lingkungan SLHD Kabupaten belum terupdate dan belum lengkap |analisis penetapan isu
. hidup yang tersusun dibagi |Temanggung Tahun 2026 prioritas sebagai bahan
Meningkatnya Persentase dokumen perlindungan i isi
Perencanaan Lingkungan wen p 8 % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 0 0 v |jumlah dokumen pembahasan analisis DPSIR
Hidup dan pengelolaan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan
hidup yang wajib ada
dikalikan seratus persen
Koordinasi dan mengadakan
rapat dengan tim teknis
penyusunan Dokumen SLHD
yang terdiri dari OPD teknis
terkait
Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun 1 0
jumlah dokumen \ lingkungan hidup yang wajib ada 1 1
Jumlah persetujuan UKL | telah diterbitkannya 16 Adanya Peraturan Pemerintah melakukan koordinasi
UPL, AMDAL, DPLH dan (enam belas) persetujuan Nomor 28 Tahun 2025 tentang dengan DPMPTSP, DLHK
DELH yang dikeluarkan pengelolaan lingkungan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |Provinsi dan KLH
dibagi jumlah perusahaan  |hidup terhadap yang membutuhkan penyesuaian
atau kegiatan/usaha yang | kegiatan/usaha yang dalam regulasi dan pelaksanaan
mengajukan persetujuan mengajukan permohonan proses penerbitan Persetujuan
Persentase persetujuan dikalikan seratus persen yaitu: Lingkungan
pernyataan kesanggupan 1. Persetujuan DPLH
pengelolaan dan pemantauan % 100 100 100 100 100 100 100 85,71 100 100 \Y% Pengambilan Matar Air oleh | Pengajuan permohonan persetujuan
lingkungan dan keputusan PUDAM Tita Agung lingkungan dengan penyusunan
kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung (15 |dplh Laboratorium Kesehatan
dokumen) Temanggung masih dalam proses
2. Perubahan Persetujuan | perbaikan dokumen
PKPLH untuk PT. Jaya
Sejahtera Plywood
Jumlah persetujuan UKL UPL, AMDAL, DPLH dan DELH yang dikeluarkan 6 16
Jumlah Perusahaan atau Kegiatan yang Mengajukan Persetujuan 7 16
Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidun
Nilai-nilai pada variabel Potensi penambahan nilai Perhitungan menggunakan proyeksi | Penambahan Deliniasi
yang digunakan dalam IKL dari Deliniasi Ruang Citra Satelit sehingga sangat luasan Ruang Terbuka
Meningkatnya perhitungan IKL dihitung | Terbuka Hljau/RTH dimungkinkan ada perubahan Hijau/RTH dan Rehabilitasi
Pengendalian dengan perhitungan spasial |meskipun koefisien luasan Tutupan Lahan sehingga Hutan dan Lahan
Pencemaran dan/atau Indeks Kualitas Lahan (IKL) angka | 46,81 60,02 60,03 60,04 | 60,05 | 60,06 | 60,07 | 60,15 60,15 100 v menggunakan Geographic | perhitungannya relatif kecil | mempengaruhi nilai IKL
Kerusakan Lingkungan Information System (GIS)  [yakni 0,005
Hidup yang dilakukan oleh KLHK
Nilai Indeks Kualitas Lahan 60,15 60,15
Luas lahan kritis tertangani |Persediaan bibit dari tahun | Stok bibit tanaman yang tersedia 1. Melakukan perawatan sisa
dalam Ha pada tahun-n sebelumnya masih cukup jenisnya terbatas sehingga bibit yang tersisa;
untuk i permoh pers dari masyarakat untuk |2. Sosialisasi terkait
Luas Lahan kritis tertangani Ha NA 3,75 4 4,25 45 | 475 S 33,125 3,564 89,10 v dari masyarakat. kegiatan penanaman tidak dapat kesadaran untuk turut serta
diakomodir secara maksimal melakukan kegiatan
konservasi.
Akumulasi luas lahan Kkritis tertangani dalam Ha 33,125 3,564
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Kinerja Tahun 2026 dan

2027 2028 2029 2030 st[T[s|[R[sR Indikator ey Gy ey
Jumlah sumber mata air | Beberapa mata air Belum ada kegiatan inventarisasi
yang dilindungi dan digunakan sebagai sumber | mata air yang terupdate.
; dikelola dibagi jumlah air baku PDAM dan
5 g;:::::?;:::f;eﬁf:a air yang % 7,08 7,08 7,4 7,71 | 802 | 833 | 865 7,08 7,08 95,72 v sumber mata air yang PAMSIMAS, schingga mata
teridentifikasi dikalikan air sudah dikelola oleh
100% beberapa pihak.
Jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola 68 68
Jumlah sumber mata air yang teridentifikasi| 960 960
Jumlah titik pantau P il Jadwal palal 1an kan pengambilan
kualitas air yang sudah contoh uji dilaksanakan kualitas air dilakukan dua kali pada |contoh uji sesuai jadwal yang
Persentase titik pemantauan dilaksanakan dibagi jumlah |sesuai jadwal musim kemarau (April, Mei dan telah direncanakan
6 |kualitas air permukaan di Kab % NA 20,9 23,3 256 | 27,9 | 302 | 32,6 | 3023 2,33 9,98 v |target titik pantau kualitas Juli) dan musim penghujan
Temanggung air di Kabupaten (September dan Oktober)
Temanggung dikalikan
100%
Jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanak 13 1
Jumlah target titik pantau kualitas air di Kabupaten Temanggung 43 43
Jumlah titik pantau Pelaksanaan pengambilan | Jadwal palaksanaan pemantauan | Melaksanakan pengambilan
kualitas udara ambien yang |contoh wji dilaksanakan kualitas udara dilakukan dua kali | contoh uji sesuai jadwal yang
sudah dilaksanakan dibagi |sesuai jadwal pada musim kemarau (bulan Juni) | telah direncanakan
Persentase titik pemantauan jumlah target titik pantau dan musim penghujan (bulan
7 |kualitas udara ambien di Kab % NA 15,7 15,7 157 | 17,6 | 17,6 | 196 15,7 o 0 V' |kualitas udara ambien di November)
Temanggung Kabupaten Temanggung
dikalikan 100%
Jumlah titik pantau kualitas udara ambien yang sudah dil 8 0
Jumlah target titik pantau kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung 51 51
Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Luas RTH publik milik 1. Masih kurangnya sarpras Memberlakukan sistem Tim
Pemerintah Kabupaten perlengkapan pemeliharaan taman | Kerja dalam pelaksanaan
Temanggung yang dan pemeliharaan pohon ayoman | tugas
Meningkatnya ) terpelihara dibagi luas RTH 2. Berkurangnya SDM Pertamanan
Pengelolaan g |Persentase RTH publik Kabupaten % 73,61 74 80 85 95 95 100 81,70 81,70 100 v publik milik Pemerintah dlkarenalvcan pensiun dan uda_k ada
Keanekaragaman Hayatl yang terpelihara Kabupaten Temanggung pengganti, schingga ada lokasi-
diaklikan 100% lokasi yang terjangkau dalam
pemeliharaan
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara| 149297,38 | _149297,38
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung| 182742,84 | 182742,84
Program Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Jumlah usaha dan/atau | Metode pengawasan Masih kurangnya kesadaran Meningkatkan koordinasi
kegiatan pembinaan dan  |dilakukan secara langsung | pemrakarsa usaha dan/atau dan sosialisasi kepada
pengawasan dibagi target | maupun tidak langsung kegiatan dalam pengelolaan pemrakarsa usaha dan/atau
Meningkatnya Pembinaan usaha dan/atau kegiatan | sesuai peraturan yang lingkungan hidup. kegiatan terkait pembaruan
dan Pengawasan Persentase Pembinaan dan pembinaan dan berlaku. peraturan yang terbit terkait
Terhadap Izin Lingkungan | o |Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang | 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 20,00 20,00 v |pengawasan dikalikan 100% Adanya pembaruan Instrumen | pengelolaan lingkungan
dan Izin Perlindungan memiliki Dokumen Lingkungan Adanya pengawasan peraturan perundang-undangan di | hidup.
dan Pengelolaan Hidup bersama baik dengan bidang pengelolaan lingkungan
Lingkungan Hidup (PPLH) pemerintah provinsi maupun |hidup yang masih berproses dan
pemerintah pusat. belum tersosialisasikan ke daerah.
Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan 50 10
Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan 50 50
Jumlah usaha dan/atau Metode pengawasan Masih kurangnya kesadaran Meningkatkan koordinasi
kegiatan pembinaan dan  |dilakukan secara langsung | pemrakarsa usaha dan/atau dan sosialisasi kepada
pengawasan yang maupun tidak langsung kegiatan dalam pengelolaan pemrakarsa usaha dan/atau
berpotensi menimbulkan  |sesuai peraturan yang lingkungan hidup. kegiatan terkait pembaruan
. pencemaran air dibagi berlaku. peraturan yang terbit terkait
Persentase pembinaan usaha target usaha dan/atau Adanya pembaruan Instrumen pengelolaan lingkungan
10 |dan/atau kegiatan yang berpotensi | % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 v Komatan oombinaan dan | Adanya pengawasan e aturan merandangundangan di | hidus,
menimbulkan pencemaran air e P ya pengs pe P & & P
pengawasan yang bersama baik dengan bidang pengelolaan lingkungan
berpotensi menimbulkan  |pemerintah provinsi maupun | hidup yang masih berproses dan
pencemaran air dikalikan ~ |pemerintah pusat. belum tersosialisasikan ke daerah.
100%
Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air 12 2
Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan_yang berpotensi menimbulkan pencemaran air 12 2
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Rumus Penghitungan
Indikator

Jumlah usaha dan/atau
kegiatan pembinaan dan
pengawasan yang
berpotensi menimbulkan
pencemaran udara dibagi
target usaha dan/atau

Faktor Pendorong

Metode pengawasan
dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung
sesuai peraturan yang
berlaku.

Faktor Penghambat

Masih kurangnya kesadaran
pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Adanya pembaruan Instrumen

Kinerja Tahun 2026 dan
ey CrrrrOnes
Meningkatkan koordinasi
dan sosialisasi kepada
pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan terkait pembaruan
peraturan yang terbit terkait
pengelolaan lingkungan

11 |dan/atau kegiatan yang berpotensi | % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 v kegiatan pembinaan dan  |Adanya pengawasan peraturan perundang-undangan di | hidup.
menimbulkan pencemaran udara b ‘ ;
pengawasan yang bersama baik dengan bidang pengelolaan lingkungan
berpotensi menimbulkan  |pemerintah provinsi maupun |hidup yang masih berproses dan
pencemaran udara pemerintah pusat. belum tersosialisasikan ke daerah.
dikalikan 100%
Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara 17 5
Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan_yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara 17 5
Program Peningkatan
Pendidikan. Pelatihan
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk
Jumlah sekolah yang 1. Sinergitas antara Rendahnya minat sebagian sekolah | 1. 12 Calon Sckolah
mendapat predikat DPRKPLH dengan instansi  |di Kabupaten Temanggung untuk | Adiwiyata Kabupaten
adiwiyata sampai dengan | terkait serta Sekolah mengikuti Program Sekolah Temanggung Tahun 2026
tahun berjalan dibagi Adiwiyata di Kabupaten Adiwiyata masih dalam proses
jumlah sekolah di Temanggung dalam pembinaan, penilaian akan
kabupaten temanggung mewujudkan Sekolah yang dilaksanakan di bulan Mei.
(750 sekolah) dikalikan berwawasan lingkungan
100% serta peran serta Sekolah 2. Memaksimalkan potensi
Adiwiyata untuk Sekolah di Kabupaten
melaksanakan pembinaan Temanggung untuk menjadi
terhadap sekolah lain dalam Sekolah Adiwiyata
Meningkatnya upaya mewujudkan sekolah
Pendidikan. Pelatihan berwawasan lingkungan 3. Melakukan sosialisasi ke
dan Penyuluhan 1o |Persentase Sekolah Berwawasan % 28,93 30,26 30,93 31,6 | 32,26 | 32,93 | 33,6 30,80 30,80 99,58 v sekolah tentang pentingnya
Lingkungan Hidup Untuk Lingkungan 2. Tahun 2025 Sekolah penerapan Gerakan Peduli
Masyarakat Adiwiyata Kabupaten dan Berbudaya Lingkungan
bertambah sebanyak 14 Hidup di Sekolah (GPBLHS)
Sekolah serta melakukan koordinasi
dengan SKPD terkait
(Kemenag dan Dindikpora)
untuk dapat diterapkan di
sekolah dan madrasah
Jumlah Sekolah yang t Predikat Adiwiyata sampai dengan tahun berjalan| 231 231
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung (750 750 750
Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk
Jumlah penghargaan Usulan Penghargaan dalam | 1. Informasi terkait dengan 1. Mengusulkan
bidang lingkungan hidup  |bidang lingkungan hidup penghargaan sebagian besar keikutsertaan penghargaan
yang diperoleh dibagi yang sudah diajukan sampai |diumumkan pada akhir tahun dalam bidang lingkungan
jumlah usulan dengan triwulan I tahun hidup lainnya baik tingkat
penghargaan bidang 2026: 2. Ada beberapa penghargaan yang | provinsi maupun nasional
lingkungan hidup dikalikan | 1. Penghargaan Kalpataru | tidak diselenggarakan tiap tahun
100% 2. Sekolah Adiwiyata 2. Melaksanakan sosialisasi
Kabupaten Temanggung mengenai penghargaaan
terkait lingkungan hidup
3. Melakukan verifikasi
terhadap calon usulan
Meningkatnya Persentase penghargaan bidang
Penghargaan Lingkungan | 13 |/ 28082 FEAe s % 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 0 0 v 4. Melakukan pembinaan
Hidup Untuk Masyarakat dan pendampingan terhadap
usulan yang diajukan
5. Berkoordinasi dengan
pusat/provinsi terkait
penyelenggaraan
penghargaan
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh 6 0
Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 6 5

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan
Hidun
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Jum],ah Pengaduem yeng Adanya sikap aupr.mu dan
ditindaklanjuti dibagi pemantaven bersama cmyau tan dan di kepndn
Jjumlah pengaduan yang dampak lingkungan hidup usaha adan/ atau kegi dalam kat dan a
masuk dikalikan 100% baik dari usaha, |5 ! hidup usaha dan/ atau krgm!a.n
masyarakat dan OPD terkeit |sehingga d knya terkait 1
masyarakat sekitar, lingkungan hidup.
Penyelesaian aduan
Pm"l«enrauc pengadusn masyarakat masyarakat secara Adanya aduan masyarakat yang
Mmmzkamya akibat adanya dugaan musyawarah antara pihak | berasal dari deampak kegiatan usaha
14 |p dam atau perusakan % 100 100 100 100 180 jivs) 100 100 100 100 v pengadu dengan pihak yang | kecil atau konflik sosial di
iax\gkungan Hvdup lingkungan hidup yang diadukan melalui tesilitasi hingg
ditindaklanjuti Pemesintah Desa tidak dapat menggunakan
instrumen peraturan lingkungan
hidup dan penangananya melaln
pendekatan sosial.
Jumlah Pengaduan yang ditindsklanjuts 10 2
Jumlah F vang Masuk 10 2
Program Pengelolaan
Jumlah sampal terolah di | Bertambahnya fasilitas Terdapat beberapa TPS3R yang Monitoring dan evaluasi
fasilitas 1 lolaan satapab seperti | tidak berlungsi optimal keberfungsian TPS3R dan
wampah dibagi jumiah tofal |TPS 3R dan meninglkatnya TPSD
i ; bulan sampah dikalil lolaan satapad: di Terdapat bank sarpah yang tidak
Senioskaige 15 [fimEules “"’"“‘f’"'i:”'l‘l‘;h % | az98 3334 3414 3494 | as74| 40 | 45 33,84 3202 93g0 | v 100% fasilitas yang sudah ada melaporkan 1 s
ket ’ : permohonan bantuan
sarpras pengelolaan sampah
Jwnlah timk sampah teralah di fasditas pengolah sampah] S0816,558| 11889 49
- Juwilah total timbulan sempab| 1501756 | 3712685
Jumiah sampah terkelsla | Bertambahnya fasilitas Terdapat beberapa TPS3R yang Monitoring dan evaluasi
dibegi jumlah total pengelolasn sampah seperti | tidak berfungsi optimal keberfungsien TPS3R dan
tinbulan sampah dikalikan |TPS 3R dan meningkatnya TPSD
100% pengelolaan sasapah di Terdapat bank sampah yang tidak
fasilitas yeng sudah ada Japork ol ' iali
sampah deri sumber
) Pasilitasi pengajuan
16 |Persentase sampah yang terkelota % 62,01 63,27 64,07 64,87 | 65,67 | 6547 | 67,27 6328 62.80 902 | Vv permohenan bantuan
sarpras pengelolaan sampeh
Koordinesi dengan desa yang
belum melaksanakan
pengelolaan sampah
Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (Ton)| 95024.015 | 23315.86
Jumiah Timbulan Sampab (Ton)| 1501756 | 3712685
Terdapat penambahan Koordinesi dengan desa yang
Jurlah desa dan kelurahan (jwmnlah desa yang belum melaksanakan
17 |Cakupan Pelayanan peraampahan % 74,39 76,12 7785 79,58 | 81,31 | 85,04 | 8478 76.47 76,47 98,23 v yang terlayani dibagi melakukan penganghkutan pengelolaan sampah
ol el o dou sampah secara mandiri ke
kelurahan dikalikan 100% | TPA
Jumlal Desa/ Kelurahan yang, 1 1 221 221
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupalfn Tetnanggun, 289 289
JOMLAH IKGPD 3__|RATA-RATA CAPAIAN INDIRATOR IKUPD 8469 | 2 | 0o | o | 1
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM 17__{RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 7085 |11 | 1] 0] o
JUMLAH ISDIKATOR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 20 _|RATA-RATA CAPAIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7707 |13 ] 2 J o ] 1
JUMLAH IKD 6 __|RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD 7946 | 4 [ o [ 0o | 1
JOMLAH TOTAL IKUPD 6 _|RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD 9201 | 5 o}l o] 1
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM 29 |RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 7980 {22 ] 1 | o | o
JOMLAH TOTAL INDIKATOR DPRKPLH 35 |RATA-RATA CAPAIAN DPRKPLH 8591 [27 [ 1 | o} 3

Kriteria Penilaian R Status
Sa__ngat ngs 91% = 100%
Tinggt T6% 5 90%
Sedang 66% s TS%
Rygadah 51% 5 65%

Sanget Rendah = 50%
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